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dan/ a tau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 377) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal36 

(1) Penyaluran atas penyesuaian alokasi Dana Otonomi 

Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (1) dilakukan mulai penyaluran tahap I. 

(2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI dilakukan 

setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

menerima dokumen persyaratan penyaluran secara 

lengkap dan benar. 

(3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan bukti kirim dokumen 

hardcopy dikirimkan dalam bentuk file Portable Document 

Format (PDF) ke dalam akun surat elektronik (emaiij resmi 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(4) Dana Otonomi Khusus dan DTI yang tidak disalurkan 

sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat 

dijadikan penambah pagu anggaran Dana Otonomi 

Khusus dan DTI tahun anggaran berikutnya. 

(5) Dalam hal Dana Otonomi Khusus dan DTI telah 

disalurkan dengan memperhitungkan sisa Dana Otonomi 

Khusus dan DTI di RKUD pada akhir tahun anggaran 

sebelumnya, Dana Otonomi Khusus dan DTI disalurkan 

kembali sebesar sisa Dana Otonomi Khusus dan DTI di 

RKUD yang telah diperhitungkan dalam penyaluran. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal Oktober 2020 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Oktober 2020 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian 
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